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1. Dasar
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Pemenntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

a

Negen Sipil,
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pengawasan Nelraltas Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian

Republik Indonesia,
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Polilik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 21 Tahun 2022 tentang Hari
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dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilhan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Dacrah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak
Tahun 2024,

j. Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang
Penetapan Partai Politk Peserta Pemilihan Umum  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Penwakilan Rakyat Dacrah dan Partal Politik
Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyal
KabupatervKotaTahun 2024.

k. Kepulusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 lentang
Penetapan Nomor Urul Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah dan
Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Pernwakilan Rakyat Kabupaten/KotaTahun 2024,

| Sural Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan tethadap Dugaan Pelanggaran
dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan

Penetapan Partai Politk Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,

2. Sehubungan telah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024
pada tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana dalam Pasal 93 huruf { Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Bawaslu
bertugas mengawasi netralitas Aparalur Sipil Negara, Nelralilas Anggola Tenlara
Nasional Indonesia dan Nelralilas Anggola Kepolisian Republik Indonesia’.
Panwaslu Kecamalan Semarang Selatan melakukan upaya sosialisasi dan
pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara
(ASN) diwilayah Kecamatan Semarang Selatan unluk menjaga integritas dan
profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Proses Tahapan Pemilu
2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 2 huruf f UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparalur Sipil Negara,
berbunyi “seliap Pegawai ASN lidak berpihak dari segala bentuk
pengaruh manapun dan lidak memihak kepada kepenlingan siapapun”;

b. Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, berbunyi “Pegawai ASN menjaga agar lidak teradi konflik
kepentingan dalam melaksanakan lugasnya”,
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¢ Pasal 0 ayat (2) UU No 5 Tahun 2014 tontang Aparatur Sipil Negara,
berbunyi “Pegawal ASN harus bebas dar pongaruh dan intervonst
semua golongan dan partal polilik”

d Pasal 4 angka 12 PP No 53 Tahun 2010 tenlang Disiplin Pegawal
Negen Sipil, “sotiap PNS dilarang mombernkan dukungan kepada calon
ProsidonWakil  Prosidon,  Dowan  Perwakilan — Rakyal,  Dewan
Porwakilan Daerah, atau Dewan Porwakilan Rakyal Daorah dengan
cara

1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanyo,

2 Monjadi peserta kampanyo dengan menggunokan alnbul
partaiotau atnbut PNS,

3 Sebagai peseorta kampanye dengan mengerahkan PNS lain,

e. Pasalangka 13 PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negen
Sipil, “Setiap PNS dilarang membenkan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membual keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah salu pasangan
calon selama masa kampanye, dan/alau mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, alau pemberian barang kepada
PNS dalam lingkungan unil kerjanya, anggola Keluarga, dan

masyarakat”.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaali, atas

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan, disampaikan kepada yth, :
1. Ketua Bawaslu Kota Semarang (Sebagai Laporan)

2. Arsip
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